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ABSTRAK

Kasus kekejaman terhadap hewan akhir-akhir ini banyak sekali dilakukan oleh manusia, baik
perilaku kekejaman berupa penyiksaan secara fisik dan secara psikis. Akibat dari tindak kekejaman pada
hewan yang dilakukan oleh manusia hewan bisa menderita cacat seumur hidup, kelainan mental, bahkan
bisa mengakibatkan kematian apabila kekejaman yang dilakukan sudah sampai tingkatan yang tidk bisa
ditolerir. Pada dasarnya tindakan kekejaman terhadap hewan meskipun ringan tetap harus dibuktikan
secara hukum, karena telah melanggar hukum yang berlaku. Jika tindakan kekejaman terhadap hewan
tidak mendapatkan tindakan hukum maka dikhawatirkan akan semakin marak kejadian kekejaman
terhadap hewan. Kemudian yang menjadi fokus masyarakat dari wacana tentang kekejaman terhadap
hewan adalah sanksi yang dianggap kurang sesuai dengan kasus yang dilakukan.

Sanksi yang terdapat dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindakan kekejaman
terhadap hewan tentu saja perlu dianalisis dengan adanya fakta yang menyebutkan bahwa masyarakat
merasa tidak puas dengan sanksi yang diperoleh pelaku tindak kekejaman terhadap hewan. Dalam teori
tujuan pemidanaan terdapat tiga teori yang menjadi tolak ukur suatu sanksi pidana seharusnya
diterapkan. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat teori Magasid Al syariah yang bisa menjadi acuan
dalam penerapan suatu sanksi atau hukuman.

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sanksi-sanksi yang tertera dalam
KUHP pasal 302 dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan setelah dianalisis menggunakan teori
tujuan pemidanaan dan Magasid Al syariah banyak ketidaksesuaian dengan teori tujuan pemidanaan dan
Magasid Al syariah. Sanksi-sanksi yang terdapat pada kedua peraturan tersebut masih belum memenubhi
unsur-unsur yang terdapat dalam teori tujuan pemidanaan dan juga magashid al-Syari’ah dikarenakan
terlalu ringannya sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekejaman terhadap hewan. Akan tetapi sanksi
terhadap pelaku tindak kekejaman terhadap hewan setelah dianalisis mengunakan salah satu bagian dari
Magasid Al syariah yaitu hifzu ad-din menghasilkan kesimpulan yang berbeda yaitu sanksi yang ada dalam
KUHP Pasal 302 dan UU No. 41 Tahun 2014 sudah bisa dikatan memenuhi syarat sebagai hukuman yang
diberikan kepada pelaku tindakan kekejaman terhadap hewan, yaitu dengan adanya hadist ancaman bagi
yang menyiksa hewan dengan hukuman dimasukkan neraka.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini wacana kesejahteraan hewan semakin marak di
berbagai negara. Setiap tahun binatang mengalami penderitaan karena
exploitasi dan penganiyaan. Di Indonesia dengan satwanya yang sangat khas
(sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia)’ ada kekejaman dan
exploitasi terhadap hewan karena perdagangan terlarang, penyalahgunaan,
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, hewan menderita
karena mereka tidak diperlakukan dengan baik atau tidak dihiraukan, dan
dinggap enteng.

Seiring dengan berkembangnya zaman segala bentuk tindak kejahatan
semakin meningkat, termasuk didalamnya yaitu tindak kekejaman terhadap
hewan. Manusia sebagai pemegang kendali atas hewan seharusnya
memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang
berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran
dan perilaku alami hewan. Bukan malah menjadikan hewan sebagai objek

tindakan kekejaman atau kekerasan.

! “profauna fakta Tentang Satwa Liar Indonesia,"http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-
liar-di-indonesia#. WmC060GyTgA.htm diakses pada tanggal 27 januari 2020.



http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmCo6oGyTqA
http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmCo6oGyTqA

Akibat dari tindak kekejaman pada hewan yang dilakukan oleh
manusia hewan bisa menderita cacat seumur hidup, kelainan mental, bahkan
bisa mengakibatkan kematian apabila kekejaman yang dilakukan sudah
sampai tingkatan yang tidk bisa ditolerir. Pada dasarnya tindakan kekejaman
terhadap hewan meskipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena
telah melanggar hukum yang berlaku. Jika tindakan kekejaman terhadap
hewan tidak mendapatkan tindakan hukum maka dikhawatirkan akan semakin
marak kejadian kekejaman terhadap hewan.

Penelitian ini berasal dari pengamatan penulis ketika melihat berbagai
peristiwa yang terjadi di lingkungan hidup yang membuat hewan atau satwa
sengsara akibat ulah dari manusia. Berbagai peristiwa yang terjadi akibat ulah
manusia seakan tidak ada habisnya yang akhirnya menyebabkan hewan
terkena dampaknya, semua hal yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan
oleh norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat
tentang kesejahteraan hewan.

Terdapat banyak sekali kasus kekejaman terhadap hewan yang terjadi
di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Medahan Bali, seorang pedagang
dengan sengaja membanting dan memukul seekor anjing liar sehingga
mengakibatkan anjing tersebut mati.> Dalam kasus lain yang terjadi di

kawasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, enam ekor anak anjing peliharaan

2 Baliexpress.jawapos.com/read/2020/02/172912/kasus-pembunuhan-anjing  liar-di-pasar-

medahan-disidang-di-pn-gianyar.htm, akses 20 februari 2020.



menjadi korban penyiraman cairan soda api yang dicampur dengan air oleh

orang dengan inisial ATP. Lima ekor anak anjing akhirnya mati setelah dalam

perawatan pihak medis.?

Dilihat dari maraknya perlakuan kekejaman terhadap hewan yang
terjadi di Indonesia, seakan-akan tidak adanya peraturan yang dengan tegas
melindungi hewan dan kesejahteraannya. Padalah jelas terdapat banyak sekali
aturan-aturan  permerintah yang mengatur tentang kekejaman dan
kesejahteraan hewan. Seperti yang terdapat dalam KUHP pasal 302 kemudian
terdapat juga pada pasal 66 A UU No. 41 Tahun 2014, terdapat juga pada pasal
91B UU No. 41 Tahun 2014.

Pada pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya
disebut KUHP) berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling
banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap
hewan:

a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas,
dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan
kesehatannya

b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas

yang dipelukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak

* http://Amp.suara.com/2019/11/08/182423/bunuh-anak-anjing-pakai-soda-api-kakak-ipar-
pemilik-hewan-jadi-tersangka, akses 20 februari 2020.



memberi makanan yang diperlukan untuk kehidupan hewan, yang
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah
pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat
atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga
ratus rupiah, karena penganiayaan terhadap hewan.

3. Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.

4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang
peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 66A ayat 1 dan 2 yang
berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan
hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

2. Setiap orang yang mengetahui setiap perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang
berwenang.

Sanksi untuk pelanggar Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 pasal

66A terdapat pada pasal 91B yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan

sehinga mengakibatkan cacat dan/atau tidak  produktif



sebagaiamana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

2. Setiap orang yang mngetahui adanya perbuatan sebagaimana
dimaksud dalma pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada
pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasl 66A ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan
dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menurut agama Islam melakukan suatu tindak kejahatan baik terhadap
sesama manusia maupun terhadap mahluk hidup lainnya adalah merupakan
suatu perbuatan yang tercela. Karena Islam merupakan agama yang tidak
hanyaa mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, akan
tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan mahluk hidup lainnya
yang termasuk hewan didalamnya.

Hukum Islam sendiri memang mengenal konsep hukum diyat, takzir,
jilid, gisas akan tetapi dalam kasus kekejaman terhadap hewan belum terdapat
aturan yang secara rinci mengaturnya. Dalam Islam sendiri memang ada

anjuran untuk saling berbuat baik terhadap sesama mahluk hidup, akan tetapi



belum adanya kejelasan mengenai sanksi hukum yang diberlakukan terhadap
pelaku kekejaman terhadap hewan ini yang membuat masih banyak orang
yang menganggap bahwa perbuatan kekejaman terhadap hewan hanyalah
tindakan yang biasa saja.

Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang telah berbuat
tindak pidana kekejaman terhadap hewan dalam hukum di Indonesia sudah
tertulis secara jelas dan rinci akan tetapi dalam hukum Islam belum secara
rinci menyebutkan sanksi yang didapatkan oleh orang yang melakukan tindak
pidana kekejaman terhadap hewan. Untuk mengetahui bagaimana sanksi
pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana kekejaman terhadap
hewan, maka penulis akan menganalisis sanksi pidana tersebut menggunakan
teori tujuan pemidanaan dan juga menggunakan teori Magasid Al syariah.

Dari sedikit pemaparan di atas penyusun akan membuat masalah
tersebut kedalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul sanksi
pidana kekejaman terhadap hewan studi analisis teori tujuan
pemidanaan dan Maqgasid Al syariah sehingga dapat diketahui lebih lanjut
terkait dengan persamaan, perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam
mengenai tindak pidana kekejaman terhadap hewan.

. Pokok Masalah

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di dalam latar belakang masalah,

penyusun skripsi ini mengambil pokok masalah terkait dengan kekejaman

terhadap hewan yaitu:



1. Bagaimana sanksi yang tertera pada KUHP Pasal 302 dan UU No. 41
Tahun 2014 menurut teori tujuan pemidanaan dan maga>hsid asy-Syariah
tentang tindak pidana kekejaman terhadap hewan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menggambarkan sanksi tindak pidana kekejaman terhadap
hewan menurut teori tujuan pemidanaan dan menurut teori magasid
asy syariah.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi keilmuan khususnya bidang hukum pidana baik positif maupun
hukum pidana Islam serta sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
pemikiran pengembangan ilmu perbandingan hukum pada Fakultas
Syari’ah dan Hukum pada umumnya dan Prodi Perbandingan Mazhab

pada khususnya.

D. Telaah Pustaka
Untuk mengetahui orisinalitas dari skripsi ini penulis melakukan penelaahan

terhadap beberapa karya tulis yang berkaitan dengan judul yang diambil penulis



mengenai sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan menurut teori tujuan
pemidanaan dan Magasid Al syariah.

Skripsi karya Abdul Wahab berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa
yang Dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, skripsi ini
membahas tentang perlindungan hukum satwa yang dilindungi dalam tinjauan
hukum Islam dan positif di Indonesia, pendekatan yang dipergunakan dalam
skripsi ini menggunakan normatif yuridis. Adapun teori pada penelitian ini
mencakup teori ekologi, teori perlindungan hukum, dan konsep menjaga
lingkungan. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam
dan Hukum Positif Indonesia sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik
kepada satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya, penelitian
ini berpusat pada status perlindungan hukum Islam dan hukum positif.*

Penelitian selanjutnya adalah skripsi berjudul “Konservasi Alam dalam
Prespektif Fikih dan Hukum Lingkungan di Indonesia”, karya Purnomo. Apabila
dibandingkan dengan penelitian penyusun penelitian ini mengangkat tema yang
jangkauannya lebih luas yaitu tentang konservasi alam. Selain itu, penelitian ini
juga dipusatkan pada Hukum Lingkungan Nasional yang akhirnya sangat berbeda

dengan penelitian penyusun.®

* Abdul Wahab, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunana Kalijaga,
Tahun (2015).

® Purnomo, “Konservasi Alam dalam Prespektif Fikih dan Hukum Lingkungan”, SKripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2010).



Sementara itu beberapa buku juga memiliki tema yang serupa dengan skripsi
diatas. Buku konservasi Alam dalam Islam karya Fachruddin M. Mangunjiwa
adalah salah satunya. Buku ini memiliki mjangkauan yang lebih luas yaitu tema
konservasi alam. Selain itu penelitian ini juga dipusatkan pada Hukum
Lingkungan Nasional di Indonesia.®

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa, belum ada
skripsi yang membahas “sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan studi
analisis teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah maka penelitian ini lebih
berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih
diarahkan kepada ketentuan kepada sanksi tindak pidana kekejaman terhadap
hewan menurut teori tujuan pemidanaan dan teori Magasid Al syariah.

D. Kerangka Teoritik

Pada hakikatnya semua mahluk hidup yang ada di dunia ini terdapat

hubungan antara satu dengan yang lain baik itu manusia dengan manusia maupun
manusia dengan mahluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain.

Hubungan antara manusia dengan hewan ini dicakup dalam teori ekologi.

Ekologi adalah sebuah keilmuan yang membahas antara hubungan suatu makhluk

hidup dengan lingkungannya.

® Fahruddin M Mangunjiwa, Konservasi Alam dalam Hukum Islam, Cet ke-1

(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005).
" Sukarsono, Pengantar Ekologi Hewan: Konsep, Perilaku, dan Komunikasi, cet. Ke 1,
(Malang: UMM, 2012), him 45.
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Hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga suatu
hal agar tetap ada atau tetap eksis. Bagi manusia hukum merupakan jalan untuk
memperoleh keadilan baik dalam hukum pidana maupun perdata. Sedangkan hukum
bagi hewan adalah untuk menjaga keberadaan hewan tersebut agar tidak
disalahgunakan ataupun diberlakukan secara tidak pantas sebagaimana mestinya.

Indonesia dalam undang-undangnya yakni Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas
hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan saja. Sebagai suatu negara hukum,
Indonesia memliki karakter yang cenderung menilai tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat atas dasar aturan-aturan hukum.

Tindak pidana kekejaman terhadap hewan diatur dalam Kitab Undang-undang
hukum pidana. Pidana diatur dalam pasal baik yang disebutkan secara langsung
maupaun dalam artian barang. Hewan menurut peraturan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada
di habitatnya.

Dalam hal tindak pidana kekejaman terhadap hewan di Indonesia telah diatur
dalam KUHP pasal 302 yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda
paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan

ringan terhadap hewan:
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1) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas,
dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan
kesehatannya

2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas
yang dipelukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak
memberi makanan yang diperlukan untuk kehidupan hewan, yang
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah
pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat
atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda
paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan terhadap hewan.

3. Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.

4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang

peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 66A ayat 1 dan 2 yang
berbunyi:
1. Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau
menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat

dan/atau tidak produktif.
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2. Setiap orang Yyang mengetahui setiap  perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan

kepada pihak yang berwenang.

Sanksi untuk pelanggar Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 pasal

66A terdapat pada pasal 91B yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan

hewan sehinga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif
sebagaiamana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah).

. Setiap orang yang mngetahui adanya perbuatan sebagaimana

dimaksud dalma pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan
kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
pasl 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda
paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling

banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).®

® Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pasal 91

ayat (1) dan (2)



13

Dalam perkembangannya, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk
menerapkan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan dihampir semua bidang seperti
produksi pangan, perdagangan, transportasi, konservasi satwa liar, penanganan
penyakit, pertunjukan sirkus, dan lain sebagainya.

Pengertian tindak pidana menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar
Hukum Pidana Indonesia adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah
dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan
yang dapat dihukum.®

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penganiyayaan
terhadap hewan adalah unsur “barangsiapa’” adalah setiap subjek hukum yang dengan
sengaja menyakiti, melukai, atau merusak fisik maupun mental hewan perbuatan itu
dilakukan tidak dengan maksud yang pantas atau melewati batas yang diizinkan.
Dalam hal ini tampak jelas bahwa pengaturan mengenai kejahatan terhadap hewan
yang dilakukan oleh setiap orang hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari
pihak berwajib. Sedangkan menurut pembagian deliknya tindak pidana kekejaman
terhadap hewan termasuk kedalam delik biasa yang artinya tidak lagi perlu adanya
laporan untuk kasus bisa ditangani oleh pihak berwajib. Hewan sendiri tidak bisa
menjadi subyek hukum dikarenakan hewan tidak mempunyai hak dan kewajiban

seperti manusia, oleh karena itu manusialah yang menjadi subyek hukum sebagai

P. A. F. Lamintang, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Eresco, 1994), him.
172.
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ganti dari hewan itu sendiri. Dalam penelitian ini bukan bagaimana satwa
memperoleh kesetaraan dengan manusia tapi yang menjadi pokoknya adalah hewan
berhak mendapatkan hak-haknya sebgai hewan agar tidak ada lagi perlakuan yang
kejam terhadap hewan.

Dalam penelitian ini penulis juga menekankan pada penerapan sanksi yang
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi didalam pertanggung jawaban pidana
kekejaman terhadap hewan, teori yang akan penulis gunakan adalah teori tujuan
pemidanaan.

Ada beberapa teori tujuan pemidanaan yang dapat digunakan sebagai landasan
dalam penerapan sanksi pidana yakni terdapat 3 (tiga) teori sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah
melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.
Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif”’ yakni
seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahtan
sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan
yang sifatnya absolut ini terlihat pada pada pendapat Imamanuel Kant di
dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk
mepromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun

bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang
bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. '

1 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi,
(Jakarta: Pradya Paramita, 2000), him. 160.
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Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat
sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung
unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu
kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.*

Artinya teori pembalasan lebih mengedepankan aspek balasan terhadap
pelaku kejahatan dan tidak mengambil langkah-langkah lain dalam penerapannya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yan dapat digunakan untuk
mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun
yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki
penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih
baik. *?

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena oarang berbuat kesalahan akan tetapi

supaya orang jangan melakukan kejahatan. Maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini

berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. >

1 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
(Bandung: Bina Cipta, 1992), him. 87.

2 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, ( Bandung: Alumni, 2002), him. 62.

3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,
2005), him. 42.
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Mengenai teori tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan ini bisa dibedakan
menjadi dua istilah', yaitu :
a. Prevensi Spesial (speciale preventie) atau pencegahan khusus.
Bahwa pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi
khusu ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidk mengulangi
perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki
terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai
dengan harkat dan martabatnya.
b. Prevensi general (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum
Prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh
pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk
menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana
adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada
umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.
Menurut Johan Andanaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya
prevensi general yaitu® :
a. Pengaruh pencegahan
b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

c. pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

% 1bid., him 67.
% 1bid., him 101.
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Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andanes, maka Van Veen
berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, *°yaitu :

1) Menegakkan kewibawaan.

2) Menegakkan norma

3) Membentuk norma.
3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menerut teori gabungan,

tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat dan juga dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya
pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.*’

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang
berguna bagi masyarskat. Pompe menyebutkan dalam bukunya hand boek van het
Ned.Strafrech bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri
dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan
diterapkan dengan tujuan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang
berguna bagi kepentingan umum.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi

kesejahteraan masyarakat.

' Ibid., him. 94.
Y Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. (Bandung: Alumni, 2002), him. 83.
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c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib
masyarakat.'®
Islam adalah agama yang mengatur hubungan baik antara manusia dengan
manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan mahluk selain manusia
termasuk hewan didalamnya. Hewan dalam Islam mendapatkan perhatian khusus
yaitu wajib bagi seorang muslim untuk berbuat baik kepada semua mahkluk ciptaan
Tuhan dan haram hukumnya untuk berbuat yang menyakiti hewan. Dalam hadist

disebutkan

w)ﬁwmmus@buc cW\u.aA_UJPLuJ; c;uu\u.admu.aau\mc‘;uh
u&léguu@;@;uaﬁgsa\f\;ux_ dbehjdcw\‘sl.aw\ djigu\ Lagic Al
=) uﬂmuﬂd&t&ﬁ G Y s 3 GERL Vs ekl (o YA b
Pada hadist diatas diceritakan bahwasannya terdapat perempuan yang
dimasukkan ke neraka akibat mengurung kucing, tidak diberi makan ataupun
dibiarkan berkeliaran mencari makan sendiri.*®
Hadist tersebut menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan
eksistensi hewan dalam kehidupan ini. Dapat dilihat sanksi yang didapatkan oleh
perempuan yang melakukan tindakan mengurung kucing adalah dimasukkan kedalam

neraka.

8Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi
(Jakarta: Pradaya Paramita 1986). HIm 30.

9 HR. Muslim No. 4160. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliyah. Bab Haramnya Membunuh
Kucing, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
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Islam sendiri mengenal konsep Magasid Al syariah yang terdiri dari lima

pokok bahasan yaitu :

1. Memelihara Agama.
Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya
adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan didalam agama
Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup
seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang
muslim yang baik dalam berhubungan dengan Tuhannya

2. Memelihara Jiwa.
Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan
diancam dengan hukuman qishas, sehingga demikian diharapkan agar
sebelum melakukan pembunuhan, orang tersebut akan berpikir panjang karena
apabila dia membunuh maka sebagai balasannya dia juga akan dibunuh.

3. Memelihara Akal
Manusia adalah mahluk Allah, terdapat dua hal yang membedakan manusia
dengan mahluk lain. Pertama, manusia telah diciptakan dengan bentuk yang
paling baik. Kedua yaitu akal, bentuk yang indah tersebut tidak akan ada
gunanya apabila tidak terdapat akalnya.

4. Memelihara Keturunan
Perlindungan Islam pada keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan

dan mengharamkan perzinaan. Menetapkan siapa saja yang boleh dinikahi dan
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siapa saja yang haram untuk dinikahi. Bahkan Islam melarang hal-hal yang
dapat membawa kepada perzinaan.
5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan
Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Maka dari itu Islam mengatur
mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, serta
melarang adanya penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak
barang orang lain untuk membayarnya.
E. Metode Penelitian
Dalam berkarya atau kegiatan yang ilmiah, supaya lebih terarah dan rasional
sebuah metode yang sesuai obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara
mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya
mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi :
1. Jenis penelitian
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan
(library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan
mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang
mempunyai relevansi dan hubungan dengan obyek penelitian. Sedangkan
obyek penelitian dalam skripsi ini berupa tentang sanksi tindak pidana
kekejaman terhadap hewan (studi analisis teori tujuan pemidanaan dan
maga>s{id al-syari>’ah).

2. Sifat penelitian
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Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang
sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan
persoalan yang akan dibahas dalam penelituan ini baik sumber data primer
maupun sekunder, kemudian membandingkan persamaan atau perbedaan
dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang menjadi fokus
penelitian.?

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan melalui penekatan normatif yuridis, yaitu
: normatif penelitian dengan pendekatan yang mendasarkan masalah tersebut
pada teks-teks kitab suci atau pendekatan norma-norma yang lain, baik untuk
pembenaran maupun pencarian norma atau masalah, dan yuridis, yaitu
pendekatan penelitian terhadap masalah dengan memperhatikan pengaruh
hukum terhadap suatu permasalahan, aplikasi hukumnya, dan implikasinya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan dengan menggunakan data sebagai berikut :
a. Sumber Primer
Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
literatur dalam hukum positif pada umumnya serta KUHP pasal 302

tentang penganiyaan terhadap hewan dan Undang-undang Nomor 41

% Roony Kountur, Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PPM,
2003), him. 53.
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Tahun 2014 Tentang Peternakann dan Kesehatan Hewan, Usul Al-
Figh Al-Islami tentang maqasid syariah karya dari Wahbah az Zuhaili

sebagai sumber utama kajian

. Sumber sekunder

Data pendukung dalam penulisan penelitian ini berupa buku-buku
yang berjudul: Konservasi Alam dalam Hukum Islam, Asas-asas
Hukum Pidana Indonesia, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Hukum Pidana
Bagian Satu, Pengantar Hukum Indonesia, Usul figh jilid Il, Kaidah
Fighiyah dan Pembaruan Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam,
Konsep Maqasid Al syariah Menurut Imam As-Syatibi, maga>si}d al-
syari’>ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-
Muwafagad. Dan buku-buku, jurnal- jurnal, skripsi yang berhubungan
dengan sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan.

Analisis data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis data. Dengan
menguraikan permasalahan tanpa menggunakan informasi angka,
tabel grafik. Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data
komparatif, dengan membandingkan antara dua metode dalam
penyelesaian masalah. Hal ini difungsikan guna mendapatkan
kesimpulan perbandingan antara dua aspek hukum yang diperoleh.
Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data sebagai

berikut:



23

1) Metode deduktif
Pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk
melakukan penelitian terhadap peristiwa yang bersifat khusus, dengan
menguraikan secara deskriptif gambaran tindak pidana kekejaman
terhadap hewan menggunakan teori-teori Magasid Al syariah yang
akan dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus.
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi tersusun atas pendahuluan,
pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian ini dapat disajikan secara
runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metodologi dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah langkah pertama yang
dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab I, membahas dan menguraikan tentang pembahasan mengenai teori
tujuan pemidanaan dan Magasid Al syariah. Dengan pembahasan bab Il ini maka
diperoleh suatu data yang akan digunakan dalam pembahasan bab 1V, yang
membahas tentang analisis sanksi pidana kekejaman terhadap hewan.

Bab Ill, tentang kajian pustaka, dimana dalam bab ini penyusun akan
menjelaskan tentang gambaran umum tentang sanksi tindak pidana kekejaman

terhadap hewan dalam hukum positif di Indonesia, beberapa regulasi hukum
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positif yang mengatur tentang sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan.
Tujuan dari pembahasan ini adalah supaya diberikan kemudahan dalam
menganalisis di bab IV serta mendapatkan hasil maksimal dalam mengolah data
yang telah didapatkan.

Bab IV berisi tentang analisis sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan
menurut teori tujuan pemidanaan dan. Magasid Al syariah Dalam bab IV akan
dijelaskan bagaimana sanksi yang berlaku sesuai dengan teori tujuan pemidanaan
dan Magasid Al syariah.

Bab V sebagai penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan sebuah
materi. Dalam bab ini terdapat penjelasan yang memuat kesimpulan dan saran-

saran
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sanksi-sanksi yang tertera dalam KUHP pasal 302 dan UU No. 41 Tahun 2014
tentang peternakan setelah penulis analisis menggunakan teori tujuan pemidanaan
dan Magasid Al syariah banyak ketidaksesuaian dengan teori tujuan pemidanaan
dan Magasid Al syariah. Sanksi-sanksi yang terdapat pada kedua peraturan
tersebut masih belum memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam teori tujuan
pemidanaan dan juga Magasid Al syariah dikarenakan terlalu ringannya sanksi
yang diberikan terhadap pelaku kekejaman terhadap hewan. Akan tetapi terdapat
satu teori dalam Maqgasid Al syariah yang dianggap memenuhi unsur dalam
pemidanaan Islam yaitu dalam masalah hifzu ad-Din atau dalam menjaga agama
yaitu dengan seseorang melakukan tindakan kekejaman terhadap hewan maka
otomatis dia juga melakukan pelanggaran terhadap perintah agama untuk
menyayangi semua mahluk hidup yang menjadikan agamanya menjadi tidak
terjaga. Sebagaimana peraturan Agama Islam yang terdapat dalam hadis tentang
seorang wanita yang masuk neraka disebabkan dia mengurung seekor kucing dan
tidak memberikannya makanan atau membiarkan kucing itu untuk mencari

makanannya sendiri, inilah yang menjadi pertimbangan bahwa ada peraturan
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dalam Islam yang memang secara jelas mengatur larangan untuk berbuat kejam
terhadap hewan dan sebagai sanksinya adalah pelaku dimasukkan ke dalam
Neraka.

. Saran

Sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan di Indonesia menurut penulis
masih sangat ringan, untuk orang yang terbukti melakukan kekejaman terhadap
hewan sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda
paling besar tiga ribu lima ratus rupiah. Walaupun sudah terdapat peraturan yang
menaikan besaran denda yang diterima pelaku tindak pidana kekejaman terhadap
hewan akan tetapi pemerintah seharusnya mengkaji ulang peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan kekejaman terhadap hewan atau menerbitkan peraturan
baru yang lebih tegas tentang kekejaman terhadap hewan agar tidak lagi marak
kasus kekejaman terhadap hewan. Kemudian bagi masyarakat harus mengerti
tentang hak-hak hewan seperti apa memperlakukan hewan dengan layak dan

dengan kasih sayang.
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